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ABSTRAK

Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindakan
kekerasan yang dilakukuan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik
Indonesia, dalam proses penyidikan pada saat meminta keterangan dari tersangka
yang cenderung mencari pengakuan, banyaknya berita yang beredar di masyarakat
bahwa dalam melakukan introgasi/meminta keterangan dari tersangka yang
cenderung menjurus menggunakan kekerasan oleh polisi sehingga hal tersebut sudah
menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut
bertujuan agar mendapat pengakuan dari tersangka, untuk itu penulis mempunyai
ketertarikan meneliti berita-berita tersebut dan dapat diambil rumusan masalahnya:
bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta, apakah sudah
sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitaian lapangan atau (field research)
melakukan wawancara dengan narasumber dan juga akan di dukung oleh penelitian
pustaka (library research) kemudian data-data yang diperoleh di lapangan diolah
dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian akan dituangkan dengan
bahasa-bahasa yang mudah dimengerti .

Kesimpulan penelitian ini bahwa proses penyidikan di Polresta Yogyakarta
belum sepenuhnya bisa dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, karena dalam penerapannya masih ada terdapat tindakan-tindakan penydik
yang sedikit mengenyampingkan Hak Asasi Manusia, seperti dalam porses meminta
keterangan dari tersangka masih adanya penyidik yang beranggapan untuk mencari
pengakuan, pada dasarnya polisi atau penyidik hanya berhak meminta keterangan dari
tersangka tersebut dan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada
penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan
tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Kata Kunci : Penahanan, Upaya Paksa, Penyidikan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga
negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari
penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas
bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan
atas kekuasan belaka (machtssaat).!

Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan jika
dibandingkan dari Negara-Negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia
sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada
warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Unadang
Dasar 1945, akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai
dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya
masyarakat Indonesia beranggapan bahawa hukum di Indonesia itu tumpul ke
atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM), mulai dari Aceh sampai di daerah Papua sekalipun, padahal Indonesia

telah Meratifikasi konvensi Anti Penyiksaan sejak tahun 1998.

! Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), him. 346.



Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak
kekerasan yang dilakukuan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik
Indonesia dalam mencari imformasi atau pengakuan oleh tersangka dalam
melakukan penyidikan, seperti kasus salah tangkap tahun 1974 terhadap Sengkon
dan Karta yang tidak bersalah, sering terulang kembali. Kemudian juga pernah
terjadi kasus salah tangkap di Jombang, tiga orang tersangka dipaksa oleh
penyidik untuk mengakui telah membunuh Ansori. Pelaku sebenarnya adalah
Ryan si pembunuh berantai dari Jombang.?

Dalam KUHAP menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang
sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam
mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan
pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
kepada penyidik atau hakim.” 3

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani
setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam
Negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Kepolisian Republik
Indonesia sebagai penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :*

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

2 Diakses dari: http://www.indosiar.com/fokus/mr-x-dipastikan-asrori-polisi-salah
tangkap 75301.html, pada anggal 10 Mei 2015 jam 15: 30.

* Pasal 52 KUHAP.

* Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repulik Indonesia.


http://www.indosiar.com/fokus/mr-x-dipastikan-asrori-polisi-salah%20tangkap_75301.html
http://www.indosiar.com/fokus/mr-x-dipastikan-asrori-polisi-salah%20tangkap_75301.html

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10.Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka
melakukan tindak pidana.

11.Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai
negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab,
yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan

syarat sebagai berikut:



a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan.
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya.
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
e. Menghormati hak azasi manusia
Dalam sistem peradilan pidana yang ditegakkan seringkali terjadi
pelanggaran HAM terutama hak-—hak dari tersangka dalam rangkaian proses
penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam
upaya paksa. Upaya paksa adalah: suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penengkapan,
penahanan, penyitaan dan lain lain®>, dengan adanya upaya paksa, sering
melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya,
hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan
yang terkait dengan sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam
sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dengan

tingkah laku hukum.

% Diakses dari: http://ardiarmandanufhurhapid.blogspot.com/2013/11/upaya-paksa.html
pada tanggal 09 Mei 2015 jam: 15:25.



http://ardiarmandanufhurhapid.blogspot.com/2013/11/upaya-paksa.html

Tindakan hukum itulah yang dapat mengurangi dan membatasi hak asasi
seseorang seperti: penangkapan, penahanan, penggeladaan, penyitaan dan
pemeriksaan surat, yang mana pada di sisi lain upaya paksa ini dalam prakteknya
menjurus kepada pelanggaran hak-hak konstitutional tersangka itu sendiri yang
berbentuk kekerasan atau pemaksaan yang bersifat fisik maupun non fisik yang
dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang apakah proses
penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta yang dilakukan oleh penyidik
sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan khususnya di Polresta
Yogyakarta dan akan meneliti permasalahan tersebut dalam menyelesaikan tugas
ahir skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Proses Penyidikan Tindak
Pidana di Polresta Yogyakarta”.

Ada paradigma yang menyatakan bahwa kekerasan dalam penyidikan
juga dibutuhkan agar tersangka tidak memperlambat dan mempersulit dalam
proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan itu juga yang menjadi dasar bagi
kepolisian untuk bisa menahan atau menangkap tersangka, hal tesebutlah yang
disertai dengan kekerasan yang bertentangan dengan HAM seorang tersangka,
karena berarti menghukum seseorang sebelum dijatuhkannya putusan oleh

hakim.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari yang telah penulis paparkan di latar belakang maka
rumusan masalahnya yaitu:

Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui bagaimana penahanan yang dilakukan oleh penyidik
dalam penyidikan tindak pidana dalam melakukan upaya paksa.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:
a. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini bagi penulis sangat di harapkan memberikan masukan
yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan
hukum pidana.
b. Manfaat secara praktis
Penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan dari penulis

khususnya, dan para pembaca pada umumnya dan juga masyarakat luar agar



faham akan sistem hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum

pidana khususnya di bidang penyidikan terhadap tersangka.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan harus
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.®
sehingga penulis dapat memposisikan penelitian ini dari peneliti-peneliti yang
terdahulu, penelitian ini bukan hanyalah satu-satunya, sebelumnya juga ada
beberapa yang meneliti tentang penyidikan pidana di antaranya sebagai berikut:

Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, dalam skripsinya dengan judul
“Tinjauan Yuridis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian
Republik Indonesia sebagai Penyidik dalam Pelaksanaan Upaya Paksa
dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

”7

Asasi Manusia”’ melakukan penelitian tentang kekerasan yang dilakukan oleh

Kepolisian Republik Indonesia dan membahas tentang bagaimana pertanggung

® Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas syari’ah press,
2009), him. 3.

" Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang
Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Repoblik Indonesia sebagai Penyidik dalam Pelaksanaan
Upaya Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia  dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, (Lamongan: Universitas Unla), skripsi tahun, 2011. Diakses dari
http://repository.fhunla.ac.id/?qg=node/114 5 Mei 2015 Jam: 16:00.
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jawaban anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik  yang
melakukan kekerasan dalam penyidikan dalam penerapan upaya paksa yang
dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia dan Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, sedangkan dalam penelitian yang penulis susun memahas bagaimana
proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta oleh Kepolisian
Republik Indonesia sebagai penyidik dalam tahap penyidikan tindak pidana.

Nurliza Neci Putri, dalam skripsinya yang berjudul “Penyelidikan dan
Penyidikan Tindak pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikrotopika (Studi
di Polda Yogyakarta), melakukan  penelitian tentang penyelidikan dan
penyidikan terhadap tindak pidana narakotika dan psikotropika yang dilakukan
oleh anak, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang
penerapan proses penyidikan tindak pidana, dan yang menjadi perbedaan lagi
disini tindak pidana yang diteliti dalam skripsi saudari Nurliza ini di kategorikan
ke dalam tindak pidana khusus.®

Faradita Friliya Rakasiwi di dalam skripsinya yang berjudul “Studi
Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya

Paksa Menurut KUHP dengan Philippine Rules Of Criminal Prosedure ( Rule

® Nurliza Neci Putri “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidan Anak dalam Kasus
Narkotika dan Psikrotopika.



120-127) >>° melakukan penelitian tentang persamaan dan perbedaan pengaturan
jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan
Philippine Rules Of Criminal Prosedure, dalam penelitian yang penulis susun
menekankan pada bagaimana penyidik penerapan prosedur penyidikan terhadap
tersangka .

Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “Upaya Pemenuhan Hak-Hak
Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Piyungan
Yogyakarta)”."’Melakukan penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak dan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana
yang sesuai dengan Perundang-Undangan sedangkan dalam skripsi yang penulis
susun memaparkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta

Yogyakata.

E. Kerangka Teori
Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau
paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitan

atau untuk merumuskan hipotesis, penyajian landasan teoritik dilakukan dengan

° Faradita Friliya Rakasiwi “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan

Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHP Dengan Philippine Rules Of Criminal
Prosedure ( Rule 120-127) >’(Surakarta Universitas Sebelas Maret) skripsi tahun 2010.

19 Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka
Anak dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Piyungan Yogyakarta) skripsi tahun
2010.
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pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan
dalam satu bangunan teori yang utuh.**

Landasan kerangka teori ini perlu dilakukan agar sebuah penelitian yang
dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sebuah perbuatan coba-coba
(trial and eror),*?dan adapun beberapa teori untuk menjawab permasalah di atas
yaitu:

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi
sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau imformasi
tentang pristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pristiwa kejahatan
tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui
identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data
atau imformasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggar hukum
yang sebenarnya.'®

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari imformasi

dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan

' pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas syari’ah
press, 2009), him. 4.

12 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2006),
him, 18.

3 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum
Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him, 33.
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peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang

menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai beriku:**

a.

b.

Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.

Pemeriksaan di tempat kejadian.

Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

Penahanan sementara.

Pemeriksan atau interogasi.

Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
Penyitaan.

Penyampingan perkara.

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada
penyidik untuk disempurnakan

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui

tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai

berikut:*°

a. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan

terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana,

121.

¥ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him, 120-

5 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan

Praktek, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), him. 25.
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b. Penyidikan oleh penyidik pegawai negri sipil diberi petunjuk oleh penyidik
Kepolisian Republik Indonesia.
. Upaya Paksa

Upaya paksa yang berwenang melakukannya yaitu penyidik dan
penuntut umum dan hakim, upaya paksa bisa dilakukan dengan dasar hukum
yang kuat sperti penangkapan harus didahului dengan adanya bukti bahwa
seseorang terasangka telah melakukan tindak pidana, penyidik, penuntut
umum dan hakim dalam melakukan upaya paksa haruslah mempunyai dasar-
dasar hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan Upaya paksa
tersebut, seperti salah tangkap dan penahanan.

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat
penegak hukum berupa penangkapan, penahananm, penggeledahan, penyitaan
dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan, sementara itu,
pakar hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui
sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan,
karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum
pidana, Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1
dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Macam-macam upaya

paksa yaitu sebagai berikut:*®

1 Diakses dari http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-
hukum-acara-pidana.html, 05 Mei 2015 Jam: 16:38



http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html
http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html
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a. Penangkapan
b. Penahanan

c. Penggeledahan
d. Penyitaan

e. Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

Dalam Undang-Undang hukum acara pidana ini melaksanakan tatacara
peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan,
dalam pasal 2 KUHA dijelaskan bahwa:

a. Ruang lingkup Undang-Undang ini mengikuti asas yang dianut oleh hukum
pidana Indonesia.

b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk penghususannya
sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) alinea terahir
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam KUHAP tersebut telah diatur peyidikan dan bagaimana hak-hak
tersangka pada saat diadakan penyidikan seperti tang terdapat pada Pasal 177
KUHAP “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.
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4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat
dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Pemerintahan
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi
manusia.

Kehidupan bernegara, Kepolisian Republik Indonesia meruapakan alat
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya
keamanan dalam negeri, agar dalam melaksanakan fungsi dan
perannya diseluruh wilayah negera Republik Indonesia atau yang dianggap
sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan
efektif dan effisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam
daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negra
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah

wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa
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disebut dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin
oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab
kepada Presiden.

Wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang
lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang
bertanggung jawab kepada KaKepolisian Republik Indonesia, di tingkat
Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang
dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan
di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek
dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres,
dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang

Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

F. Metodologi Penelitan
Supaya penelitian yang penulis susun ini berjan dengan apa yang
diharapkan dan dapat di pertanggungjawabkan penelitian ini memerlukan metode
yang tertentu dan tersusun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian lapangan atau field research yaitu dengan mencari data
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lansung dilapangan atau di dempat yang telah ditentukan yaitu di Polresta
Yogyakarta untuk mencari data tentang penerapan proses penyidikan yang
dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, penulis akan lansung datang
ketempat tersebut.

Penelitian ini juga akan di dukung oleh penelitian pustaka library
research dengan cara meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-

buku atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu
dengan memberikan gamabaran fenomena sosisal berupa fakta-fakta yang
terjadi dikalangan masyarakat dan akan memeberikan gambaran secara
sistematis fakta-fakta tersebut dalam menerapkan peraturan Perundang-
Undangan yang akan menyajikan data-data tersebut dalam bntuk yang lebih
mudah di mengerti.
3. Pendekatan Penelitian
Untuk pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
nomatif yuridis yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data
dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum konvensioal yang sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian dan Narasumber
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Lokasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu di
Polresta Yogyakarta dan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini

adalah penyidik dan tahanan di Polresta Kota Yogyakarta.

. Sumber Data

Dalam rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini, maka penulis
membutuhkan data-data yang ada dilapangan, juga kajian atau tinjauan
pustaka, juga mecari teori-teori dan pendapat—pendapat para pakar hukum dan
juga berupa analisis dari penulis yang dapat memebantu dalam penelitian ini,
adapun beberapa jenis data-data tersebut yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan baik yang
didapati dengan observasi dilapangan maupun yang didapat dengan
wawancara dengan narasumber dan lainnya, dan adapun yang akan menjadi
data primer dalam penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Republik
Indonesia yang menjadi penyidik.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri yang
pengumpulannya oleh peneliti dari majalah, keterangtan-keterangan atau
dari publikasi lainnya,'’Dengan mempergunakan sumber data sekunder

dari segi kekuatan hukumnya.

7 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UlI, 1983 ),him. 56.
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c. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat otoritatif .'® dan
adapun bahan-bahan hukum primier yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
a) Undang —Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
c) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia
d) Undang -Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
d. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan
perundanh-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana
hukum, atau dapat berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal makalah,

berita guna memperjelas data—data primer.

18 peter Mahmud Marzuki Z, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), him, 206.
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e. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa
kamus-kamus dan internet lainnya.
6. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh dan alat-alat
yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.*?dan dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai brikut:
a. Observasi
Yaitu dengan cara peneliti akan lansung terjun ke lokasi yang
dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Polresta Yogyakarta dengan
melakukan pengamatan-pengamatan secara lansung di lokasi tersebut dan
mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis temui di lokasi
penelitian.
b. Interview (wawancara )
Penulis akan mengumpulkan data lansung  dari keterangan
narasumber yaitu penyidik dan tahanan yang melakukan penyidikan tindak
pidana, dan kemudian mengolah data tersebut dengan sistematis sehingga

dapat di paparkan dalam penelitian dan juga agar lebih mudah dimengerti,

9 Deni Darmawan, Metode Penelitian kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), him, 159.
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tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan melakukan wawancara
dengan tersangka yang mejadi korban dari tindakan-tindakan penyidik
yang dapat merugikan dari tersangka itu sendiri

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara lansung dari
nara sumber dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis sehingga

data yang telah di dapatkan tersebut dapat diolah dengan baik.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari
dokumen-dokumen berupa buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal,
notulen, agenda dan lain sebagainya yang sangat berhubungan dengan
penelitian ini, penulis akan menjadikan dokumen—dokumen tersebut
sebagai sumber yang penting dalam penelitian yang akan dilakukan dan
akan menyusunnya dalam bentuk susunan data yang mudah dimengeti.
7. Metode Analisis Data
Metode analisis data yaitu suatu metode proses mengolah data dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar,
sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.?
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif

yaitu metode yang pada dasarnya menggunakan pemikiran yang logis, analisis

20 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher,
2007), him, 93.
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dengan logika dengan induksi analogi/interpretasi, komperasi dan lain
sebagainya dan metode, dan kemudian data —data yang di peroleh diseleksi
dan diolah dengan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis

permasalahan—permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk skripsi ini
memeberikan kemudahan bagi para pembacanya maka sistematikanya yaitu:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan pustaka tentang penyidikan tidak pidana
dalam penerapan upaya paksa oleh penyidik.

Bab ketiga, berisikan tentang tinjauan tentang lokasi penelitian yaitu
Polresta Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini akan menguraikan tentang analisis dari kasus
penahanan dalam penerapan upaya paksa yang dilaklukan oleh penyidik terhadap
tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta.

Bab yang kelima berisikan penutup di dalamnya terdapat kesimpulan, saran

dan daftar pustaka.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaksanaan proses penyidikan di Polresta Yogyakarta belum bisa dibilang sudah
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapanya masih
terdapat introgasi-introgasi atau meminta keterangan tersangka dalam proes
penyidikan dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa
memberikan keterangan
Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka
dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas
dalam mengajukan pembelaan, karena pada dasarnya dalam pemeriksaan pada
tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka
atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam
bentuk apapun.
B. Saran
Di dalam hukum acara pidana haruslah diletakkan secara seimbang antara
hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan negara untuk membatasi hak-
hak tersebut dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Dalam hukum

acara pidana tercerminkan penggunaan kekuasaan negara pada proses

94
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penyelidikan, penyidikan, dimana penggunaan kewenangan tersebut akan
berakibat langsung kepada hak-hak warga negara. Penahanan merupakan
tindakan yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum meskipun dalam
penahanan itu sendiri terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh
karena itu, penahanan haruslah diatur dengan Undang- Undang yang di dalamnya
ditentukan tata cara serta syarat-syarat yang jelas, hal demikian dilakukan untuk
seminimal mungkin menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah
terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal di lain pihak
untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,
terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya
paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum,
tetapi harus dilakukan juga suatu pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-sewenangan atas kuasa

yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.
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